
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN 
NOMOR J1 TAHUN 2023 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGEWLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KO MERING ULU SELATAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 /2022 ten tang 
Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 
2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik l 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 215); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

12. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Selatan Tahun 2018 Nomor 42); 

13. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 2) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENT ANG PETUNJUK 
PENGEWLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023. 

TEKNIS l 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. 
4. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan berjumlah 252 Desa. 
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi atau 
bupati bagi Daerah Kabupaten atau wali kota bagi Daerah 
kota. 

7. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah 
dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang 
dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk 
dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukan bagi 
Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan 
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

11. Alokasi dasar adalah alokasi yag dihitung berdasarkan 
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi ( 
secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster ~ 
jumlah penduduk. 
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12. Alokasi Afinnasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa 
tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi. 

13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa 
yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 
indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 
luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan Geografis Desa 
setiap kabu paten. 

15. Indek kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG 
Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan 
geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan 
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan 
komunikasi. 

16. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang 
selanjutnya disingkat PA BUN adalah Menteri Keuangan 
selaku penjabat yang diberikan tugas untuk melaksankan 
fingsi bendahara umum negara. 

17. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Urn um Negara yang 
selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di 
lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan 
anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara 
umum negara. 

18. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya 
disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak 
dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian 
negara/lembaga. 

19. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum 
Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah yang selanjutnya 
disebut Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD adalah pejabat 
eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang 
bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak 
untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran 
bendahara umum negara. 

20. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang 
selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada 
masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor 
daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga 
yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk 
melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan 
anggaran yang berasal dari BA BUN. 

21. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara 
yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen \ 
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN. \. 
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22. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana 
Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah 
dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat 
rincian kebutuhan Dana Desa tahunan yang disusun oleh 
KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, 
dan Keistimewaan. 

23. Rencana Dana Pengeluaran Bendaharan Umum Negara 
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKD 
adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang 
merupakan himpunan RKA BUN TKD. 

24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya 
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara 
Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa 
Bendahara Umum Negara. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APB Des adalah rencana keuangan tab unan 
Pemerintah Desa. 

28. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 
RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara 
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara 
dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank 
sentral. 

29. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Gubemur, Bupati, atau Walikota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

30. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar 
seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan. 

31. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat 
komitrnen, yang berisi permintaan pernbayaran tagihan 
kepada negara. 

32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang l 
ditunjuk untuk rnencairkan dana yang bersumber dari DIPA i 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 
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33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN 
selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan 
pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 

34. Bantuan Langsung Tonai Desa yang selanjutnya disingkat 
BLT Desa adalah pernberian uang tunai kepada keluarga 
penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa. 

35. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN 
adalah aplikasi yang digunakan dalarn rangka mernonitoring 
transaski dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara 
dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang 
diakses melaluijaringan berbasis web. 

Pasal 2 

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a . penganggaran; 
b. pengalokasian; 
c . penyaluran; 
d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; 
e. penggunaan; 
f. pemantauan dan evaluasi; dan 
g. penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa. 

BAB II 
PENGANGGARAN 

Pasal 3 

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN 
Pengelolaan TKD menyusun indikasi kebutuhan Dana Desa. 

(2) Indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), disusun dengan memperhatikan: 
a . kebutuhan masing-rnasing Desa sesuai dengan 

kewenangan Desa; dan 
b. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan/ atau Kemampuan 

keuangan negara. 

BAB III 
PENGAWKASIAN 

Pasal 4 

( 1) Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan melakukan 
pengitun gan rincian Dana Desa setiap Desa. 

(2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dirnaksud I 
pada ayat (1) dilakukan secara bertahap. ~ 
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(3) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran 

berjalan; dan 
b . sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran 

berjalan. 
(4) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan 
berdasarkan formula pengalokasian. 

(5) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dihutung secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a . Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; 
c . Alokasi Kinerja; dan 
d. Alokasi Formula. 

(6) Dana Desa yang hitung pada tahun anggaran berjalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan 
sebagai tambahan Dana Desa yang pembagianya dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

(1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) 
huruf a diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima 
persen) dari anggaran Dana Desa. 

(2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan 
kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa. 

(3) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi 
menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk. 

(4) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan sebagai berikut: 

Klaster Jumlah Penduduk Besaran Alokasi Dasar 
Desa 

1 1-100 Rp. 415.261.000,00 
2 101-500 Rp. 477.550.000,00 
3 501 - 1.500 Rp. 539.839.000,00 
4 1.501 - 3 .000 Rp. 602. 128.000,00 
5 3.001 - 5.000 Rp. 664.418.000,00 
6 5.001 - 10.000 Rp. 726.707.000,00 
7 Lebih dari 10.000 Rp. 788.996.000,00 

Pasal 6 

(1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(5) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1 % (satu persen) 
dari anggaran Dana Desa. 

(2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~ 
dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal 
yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. 
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(3) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan 
menggunakan rumus: 

AA Desa 
Keterangan: 

= (0,01 x DD)/ {(1,5 x DST)+ (1 x DT)} 

AA Desa 
DD 

= Alokasi Afirmasi setiap Desa 
= pagu Dana Desa nasional 

DST 

DT 

= jumlah Desa sangat tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin 
terbanyak 

= jumlah Desa tertinggal yang memiliki 
jumah penduduk miskin terbanyak 

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 
1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

(5) Besaran Alokasi Afirrnasi untuk Desa sangat tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 
1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(6) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5) dit,etapkan seba.,gai berikut: 

Satuan Desa Besaran Alokasi Afirmasi 
Desa Tertinggal Rp105.688.000,00 

Desa Sangat Tertinggal Rp158.532.000,00 
(7) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal Sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Desa yang 
berada pada kelompok Desa di desil 5 (Lima) sampai dengan 
desil 10 (Sepuluh) ·berdasarkan penghitungan yang 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Pasal 7 

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) 
huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) 
dari Anggaran Dana Desa. 

(2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik. 

(3) Penetapan Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja pada setiap 
Kabupaten ditetapkan secara Proporsional, berdasarkan 
ketentuan sebagai berikut: 

Persentase Jumlah Desa 
Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja 

1- 51 17% 
52 - 100 16% 
101 - 400 15°/o 
401 - 500 14% 

Lebih dari 500 13% 
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(4) Penetapan Desa dengan Kinerja Desa terbaik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama 
dan kriteria kinerja. 

(5) Kriteria utarna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri 
atas : 
a . bukan Desa penerima Alokasi Afirrnasi; 
b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; 
c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada Tahun Anggaran 

2021;dan 
d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai 

dengan batas waktu perhitungan rincian Dana Desa. 
(6) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b , 

dikecualikan bagi Kabupaten yang: 
a . memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju , 

atau mandiri lebih sedikit dari jumlah Desa calon 
penerima Alokasi Kinerja; dan/ atau 

b . tidak memiliki Desa dengan status berkembang, maju, 
atau mandiri. 

(7) Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri 
atas indikator wajib dan indikator tambahan. 

(8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu: 
a . pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 200/o (dua puluh 

persen), terdiri atas : 
1. peru bahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total 

pendapatan APBDes dengan bobot 500/o (lima puluh 
persen); dan 

2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan 
terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 
500/o (lima puluh persen); 

b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh 
persen) , terdiri atas : 
1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan 

pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap 
total Dana Desa dengan bobot 55% ( lima puluh lima 
persen); dan 

2 . persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara 
swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima 
persen); 

c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua 
puluh lima persen, terdiri atas: 
1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan 

bobot 50% (lima puluh persen); dan 
2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 

500/o (lima puluh persen) ; dan 
d. capaian basil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga 

puluh lima persen), terdiri atas : l 
1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan ~ 

bobot 30% (tiga puluh persen); 
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2. perubahan status Desa indeks Desa membangunan 
dengan bobot 30% (tiga puluh persen); 

3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan 
bobot 100/o (sepuluh persen); dan 

4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan 
bobot 30% (tiga puluh persen); 

(9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 
a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas : 

1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun 
Anggaran 2022; 

2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana 
pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 
2022; 

3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja 
pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 
2022; 

4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa 
pada tahun anggaran 2022; 

5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan 
kepala Desa, perangkat Desa, dan badan 
permusyawaratan Desa, tidal< melebihi 30% (tiga 
puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 
2021; dan/ atau 

6. ketersediaan infografis a tau media informasi lainnya 
tentang APBDes tahun anggaran 2022; 

b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas: 
1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa 

tahun anggaran 2021; 
2. persentase belanja untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa 
tahun anggaran 2021; 

3. persentase belanja atau pembiayaan untuk 
menyertakan modal pada badan usaha mi1ik Desa 
terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; 

4. persentase belanja untuk penanganan pamdemi 
Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19) diluar dari BLT 
Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; 

5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa 
terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; 

6. persentase belanja untuk penanganan stunting 
terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; 

7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan 
hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; 
dan/atau 

8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan \ 
komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran ~ 
2021. 
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c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas: 
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang 

dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa 
tahun anggaran 2021; dan/atau 

2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun 
anggaran 2021; dan 

d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas : 
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun 

anggaran 2021; 
2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk 

pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 
2021; 

3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan 
pada tahun anggaran 2021; dan / atau 

4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022. 

( 10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan 
penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, b, dan huruf c 
dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (8). 

(11) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa 
berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf d dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada aplikasi yang 
dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten dalam 
penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (11) ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh 
lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot 
penilaian sebesar 15% (lima belas persen); 

b. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 
6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan 
bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan 

c. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan lebih dari 
10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 
25% (dua puluh liina persen). 

(13) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang 
melakukan penilaian indikator Tambahan kinerja Desa 
ditetapkan sebesar 1,25 ( satu koma dua puluh lima) kali dari 
besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Kabupaten yang \ 
tidak melakukan penilaian indikator Tambahan kinerja Desa. ~ 
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( 14) Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 13), terdiri dari : 

Status Pemda Besaran Alokasi Kinerja 
melakukan penilaian Indikator Rp. 260.949.000,00 
Tambahan Kinerja Desa 
tidak melakukan penilaian Rp. 208.765.000,00 
Indikator Tambahan Kinerja Desa 

( 15) Dalam bal sampai dengan tanggal 26 September Kabupaten 
tidak melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak 
menyampaikan basil penilaian kinerja Desa pada aplikasi 
yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan, penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) buruf d, dan kriteria 
kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) dilakukan oleb Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan. 

(16) Direktorat Jendeal Perimbangan Keuangan melakukan 
penggabungan atas basil perulaian kinerja Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 10) dan ayat ( 11). 

Pasal 8 

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(5) buruf d diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari anggaran Dana Desa. 

(2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut : 
a . jumlah penduduk dengan bobot 10%, (sepulub persen) ; 
b . angka kemiskinan Desa dengan bobot 400/o (empat puluh 

persen) ; 
c . luas wilayah Desa dengan bobot 10%, (sepulub persen); 

dan 
d . tingkat kesulitan geografis dengan bobot 400/o (empat 

pulub persen) . 
(3) Besaran Alokasi Fomula setiap Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus: 
AF Desa = {(0, 10 x 21) + (0,40 x 22) + (0, 10 x 23) + 
(0,40 x 24)} x AF 
Keterangan : 
AF Desa 
21 

22 

23 

24 
AF 

= Alokasi Formula setiap Desa 
= rasio jumlah penduduk setiap Desa 

terbadap total penduduk Desa 
= rasio jumlah penduduk miskin setiap 

Desa terhadap total penduduk miskin 
Desa 

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 
total luas wilayah Desa 

= rasio IKG setiap Desa terhadap 1KG Desa 
= Alokasi Formula nasional l 
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(4) Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditarnbahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan 
Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak 
terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi 
Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Aloksi Kinerja. 

(5) Dalam hal basil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa 
tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula 
diberikan kepada Desa yang mendapatkan Dana Desa 
terkecil. 

Pasal 9 

( 1) Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun 
anggaran berjalan ditetapakan berdasarkan penjumlahan 
Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi 
Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai 
dengan Pasal 8. 

(2) Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dihitung berdasarkan 
penjumlahan Dana Desa setiap Desa pada Daerah Kabupaten 
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Kementerian Keungan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan menyampaikan informasi Dana Desa menurut 
Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melalui lam.an Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Pasal 10 

(1) Sum.her data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, sebagai 
berikut: 
a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data 

jumlah penduduk bersumber dari Kementerian dalam 
Negeri; 

b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal 
berdasarkan data indeks Desa membangun bersumber 
dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi; 

c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah 
penduduk miskin Desa berdasarkan data Pensasaran 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang 
ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber 
dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional; 

d . data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan indeks 
kesulitan geografis Desa dan data luas wilayah Desa 
bersumber dari Badan Pusat Statistik; 

e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, l 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarsi; dan ~ 
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f. data Kinerja Penyerapan dan capaian Output Dana Desa 
berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari 
Kementerian Keuangan. 

(2) Data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan 
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan paling lambat bulan September. 

(3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak 
tersedia, terdapat anomali, dan / a tau tidak memadai, 
penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa menggunakan : 
a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun 

sebelumnya; 
b. data hasil penyesuaian atas data Desa induk; 
c. persentase atas data yang digunakan dalam pengalokasian 

tahun sebelumnya yang diterapkan pada data mutakhir; 
dan/atau 

d. data hasil pembahasan dengan Kementerian 
negara/lembaga yang betwenang. 

(4) Pembahasan dengan kementerian negara/lembaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan 
melalui rekonsiliasi data dengan kementerian negara/lembaga 
dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. 

(5) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berdasarakan Undang-undang mengenai APBN. 

Pasal 11 

( 1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang 
dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b , dilakukan 
berdasarkan kriteria tertentu. 

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi: 
a. penetapan dan penyampaian Data APBDes tahun 

Anggaran 2023; 
b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023; 
c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana 

Desa tahun anggaran 2023; 
d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap 

kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022; 
e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan 

rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun 
an.ggaran 2023; 

f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap 
bulan tahun anggaran 2023; 

g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi 
pelaksanaan APBDes tahun Anggaran 2022 ; dan/ atau \ 

h. kriteria tertentu lainnya. ~ 
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(3) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan 
tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait 
dan/ atau Pemerintah Kabupaten. 

(4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan 
surat permohonan data kriteria tertentu kepada 
kementerian Negara lembaga dan/ atau Pemerintah 
Kabupaten. 

(5) Data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni 2023. 

(6) Tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambanan Dana 
Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

(7) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam APBDes sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 
PENYALURAN 

Pasal 12 

( 1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah 
Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana 
Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan 
penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari 
Bupati. 

(4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) terdiri atas : 
a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan 
b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa. 

(5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 
12 (dua belas) bulan. 

Pasal 13 

(1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 
(tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a . tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 

Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan l 
paling cepat bulan Januari serta paling lam.bat bulan ~ 
Juni; 
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b . tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 
Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan 
paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan 
Agustus; dan 

c. tahap ITI, sebesar 20% (Dua puluh persen) dari pagu Dana 
Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan 
paling cepat Juni. 

Pasal 14 

(1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana 
dimaksud pasal 13 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN 
penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan 
Keistimewaan menerima dokumen Persyaratan Penyaluran 
dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. tahap I berupa: 

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 

b . tahap II berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun 2022; dan 
2 . laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% 
(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT 
Desa dan BLT Desa tahap I yang telah disalurkan; dan 

c. tahap III berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap 
II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
rendah sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata
rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah 
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa 
untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah 
disalurkan; dan 

2 . laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 
tahun anggaran 2022. 

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. tahap 1 paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; 
b . tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; 

dan 
c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah

langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan perundang- l 
undangan. \, 
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(3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, 
selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, ditambahkan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan 
bulan kedua belas tahun anggaran 2022. 

(4) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk 
BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, 
Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan kesatu sampai bulan yang 
disalurkan. 

(5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh desa, dan wajib 
disampaikan pada saat penyampaiaan dokumen persyaratan 
penyaluran tahap 1 pertama kali disertai dengan daftar RKD. 

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata
rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap 
Desa. 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan 
huruf c angka 1, disusun sesuai dengan tabel referensi data 
bidang, kegiatan, uraian keluran, volume keluaran, satuan 
keluaran, dan capaian keluaran. 

(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati 
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada 
KPA BUN penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, 
dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran. 

(9) Perubahan tabel referensi sebagimana dimaksud pada ayat (8) 
mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian 
Dalam Negeri. 

(10) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan 
daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang 
terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia 
dan/ atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(11) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10), Bupati menyampaikan perubahan RKD 
Kepada KPA BUN penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi 
Khusus, dan Keistimewaan. 

(12) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana 
dimaksud ada ayat (11) dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam l 
sistem perbendaharaan dan anggaran negara. ~ 
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( 13) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1) disampaikan dengan surat pengantar yang 
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

( 14) Pimpinan organisasi perangkat daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (13) ditunjuk oleh Bupati. 

( 15) Dokumen persayaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) serta surat pengantar sebagaimana 
dimaksud ayat 13 disampaikan dalam bentuk dokumen 
digital ( sofcopy) . 

(16) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud ayat (15) 
diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN. 

Pasal 15 

(1) Dana Desa untuk BLT Desa disalurkan dengan ketentuan 
sebagai beriku t: 
a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 

bulan ketiga : 
1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 14 ayat ( 1) huruf a ; 
2 . melakukan perekaman jumlah keluarga penerima 

manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua 
belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT 
Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023; 

3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas 
Desa layak salur tiap-tiap bulannya; 

4. meyampaikan peraturan kepala desa atau keputusan 
Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima 
manfaat BLT Desa; dan 

5. permintaan penyaluran BLT Desa Bulan kesatu 
sampai bulan ketiga diajukan paling cepat bulan 
Januari 2023. 

b . Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai 
dengan bulan kedua belas dilakukan setelah Bupati 
melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa 
layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai 

dengan bulan keenam dilakukan setelah Bupati 
melakukan perekaman realisasi keluarga penerima 
manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa 
bulan kesatu sampai bulan ketiga; 

2. permintaaan penyaluran BLT Desa bulan keempat \ 
sampai bulan keenam diajukan paling cepat bulan ~ 
April 2023; 



- 19 -

3. Dana Desa untuk BLT bulan ketujuh sampai bulan 
kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa 
bulan keempat sampai dengan bulan keenam. 

4. pennintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh 
sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling 
cepat bulan juli 2023; 

5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai 
dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati 
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran 
BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan 
kesembilan; 

6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh 
sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling 
cepat bulan Oktober 2023. 

(2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa 
untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan surat pengantar. 

(3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditandatangani paling rendah oleh Pimpinan organisasi 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemberdayaan masyarakat. 

(4) Pimpinan organisasi perangkat daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati. 

(5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu 
dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
Aplikasi OM-SPAN. 

(6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh 
dari hasil perkalian antarajumlah keluarga penerima manfaat 
BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan 
besaran BLT Desa setiap bulannya. 

(7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai 
dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a dapat disalurkan bersamaaan dengan penyaluran 
Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a sepanjang telah 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi 
dimkasud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana 
Desa untuk nonBLT Desa ta.hap III sebagaimana dalam pasal 
13 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud l 
dalam pasal 13 ayat (2) huruf b. t 
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(9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dilakukan 
perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) 
disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima 
persen) dari pagu Dana Desa setiap desa. 

(10) Bupati wajib melalukan perekaman realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan 
bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan 
Desember 2023. 

(11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa 
tahap 11 tahun anggran 2024. 

Pasal 16 

( 1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pasal 11 ayat (6) , Bupati mengajukan penyaluran 
tambahan Dana Desa. 

(2) Penyaluran tambahan Dana Desa ditahun anggaran berjalan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara sekaligus 
paling cepat minggu pertama bulan agustus 2023. 

(3) Penyaluran tambahan Dana Desa ditahun anggaran berjalan 
dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan 
pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa 
layak salur kepada KPA BUN penyaluran Dana Desa, Insentif, 
Otonomi Khusus dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM
SPAN yang disertai dengan surta pengantar. 

(4) Tambahan Dana Desa ditahun anggaran berjalan disalurkan 
setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa tahap 1 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 

(5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud ayat (3) 
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemberdayaan masyarakat. 

(6) Pimpinan organisasi perangkat daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal 17 

(1) Bupati bertanggungjawab atas: 
a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana 

Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap I 
tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; ~ 
dan 
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b. kebenaran data perekaman realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat ( 1). 

Pasal 18 

( 1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), 
Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan 
penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; 
b. tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahun 2022; dan 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% 
(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT 
Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan 

c. tahap III berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap 
II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
rendah sebesar 90°/o (Sembilan puluh persen) dan rata
rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah 
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa 
untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah 
disalurkan; dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 
tahun anggaran 2022. 

(2) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 
selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) 
huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa 
bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas. 

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata
rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap 
Desa. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan 
huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data 
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluran, volume l 
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran. ~ 
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(5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa 
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada 
Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 

(6) Perubahan tabel referensi sebagimana dimaksud pada ayat (5) 
mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian 
Dalam Negeri. 

Pasal 19 

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan: 
a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk 

nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(1); dan 

b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sampai 
dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa, Dana Desa 
tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN. 

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 20 

(1) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan 
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan 
dengan menggunakan SPP dan SPM. 

(2) Pemotongan Dana Desa setiap 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
menggunakan akun penerimaan 
Kabupaten. 

daerah Kabupaten 
( 1) dicatat dengan 
nonanggaran oleh 

(3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD 
sebagaimana pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun 
pengeluaran nonanggaran. 

(4) Dalam rangka pemotongan Dana Desa setiap Daerah 
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), pejabat pembuat komitmen 
menerbitkan SPP. 

(5) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , 
pejabat penandatanganan SPP menerbitkan SPM untuk 
pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan 
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPPN 
menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan ~ 
Dana Desa ke RKD. ,-
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(7) Berdasarkan penyaluran dana basil pemotongan Dana Desa 
ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , kepala Desa 
menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran 
Dana Desa di RKD kepada Bupati. 

(8) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran 
dana basil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati melalui Aplikasi OM
SPAN. 

(9) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), ayat (5) , dan ayat (6) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABV 
PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNGJAWABAN, 

DAN PELAPORAN 

Pasal 21 

(1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam 
APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian 
APBN. 

(2) Dalam bal terdapat perubahan pagu Dana Desa setiap 
kabupaten, Pemerintah Kabupaten melakukan perubahan 
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan 
pelaporan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan 
pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(4) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D 
unuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD 
dari Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (8). 

(5) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dengan SP2D pengesaban yang diterbitkan oleb 
Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan berdasarkan daftar 
rincian SP2D untuk penyaluran dana basil pemotongan Dana 
Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (8). 

Pasal 22 

(1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa 
menganggarkan Dana Desa dalam APBDes. 

(2) Dalam bal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa ~ 
melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan 
pelaporan Dana Desa Pemerintah Desa melakukan 
pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 23 

( 1) Kepala Desa menyampaikan: 
a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun 

anggaran 2022; dan 
b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun 

anggaran 2022, 
kepada Bupati melalui Camat. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Bupati menyusun: 
a . laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester 

pertama tahun anggaran 2022;dan 
b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 

2022. 
(3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem 
informasi yang dikelola oleh Pemerintah. 

Pasal 24 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Tahun 
Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
PENGGUNMN DANA DESA 

Pasal 25 

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan 
prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan 
penggunaannya untuk: 
a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan 

penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa 
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25%> 
(dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa; 

b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga 
persen) dari anggaran Dana Desa; 

c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%> 
( dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk l 
pembangunan lumbung pangan Desa; dan \, 
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d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan 
pennodalan kepada Badan U saha Milik Desa, program 
kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata 
skala Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa, 
serta program atau kegiatan lain. 

Pasal 26 

( 1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diprioritaskan keluarga 
mi skin yang berdomisili di Desa bersangku tan dan terdaftar 
dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan 
penghapusan kemiskinan ekstrem. 

(2) Dalam hal Desa tidak tedapat data penduduk miskin yang 
terdaftar dalam keluarga desail 1 sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), Desa dapat menetapkan calon keluarga 
penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar 
dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data 
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat penduduk miskin yang 
terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data 
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, 
Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat 
BLT Desa berdasarkan kriteria: 
a . kehilangan mata pencaharian; 
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 

menahun/kronis dan/ atau difabel; 
c. tidak meneriman bantuan sosial program keluarga 

harapan; atau 
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal 

lanjut usia. 
(4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum memiliki data 

pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, 
pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan 
data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

(5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan 
penghapusan kemisk:inan ekstrem per Desa kepada Kepala 
Desa di wilayahnya. 

(6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan 
peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa. 

(7) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat: 
a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat; 
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan Jen1s 

kelompok pekerjaan; dan \ 
C. jumlah keluarga penerima manfaat. r 
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(8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga 
ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan 
kedua belas per keluarga penerima manfaat. 

(9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat 
dilaksankan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan 
paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. 

(10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan 
bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 
2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan 
kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana 
Desa nonBLT Desa setiap bulan. 

(11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena 
meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga 
penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima 
manfaat yang baru. 

( 12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang 
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kepala Desa 
melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT 
Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah 
keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan 
penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat. 

(13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan 
perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (12). 

( 14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada 
keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan 
prioritas Desa lainnya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
25. 

( 15) Kepala Desa menyarnpaikan laporan penggunaan atas 
pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 14) 

kepada Bupati. 
(16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga 

penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang 
disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM- l 
SPAN. y 
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(17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima 
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 
dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat 
BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan 
terse but ditetapkan dalam peraturan kepala Desa a tau 
keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah 
Desa khusus/musyawarah insindentil. 

Pasal 27 

( 1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa 
berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh 
Bupati. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa 
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber 
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak 
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. 

Pasal 28 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa 
dimaksud dalam pasal 25. 

(2) Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan atas 
penggunaan Dana Desa. 

(3) Setiap Desa wajib mengimplementasikan aplikasi Sistem 
Keuangan Desa (siskeudes). 

BAB VII 
PEMANTAUAN DAN EV ALUASI 

Pasal 29 

(1) Pemantauan sisa Dana Desa dilakukan untuk mengetahui 
besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD. 

(2) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan kembali di tahun 
anggaran berikutnya oleh Kepala Desa dan dilakukan 
perekaman oleh Bupati pada Aplikasi OM-SPAN. 

(3) Dalam hal pengangaran kembali oleh Kepala Desa dan 
perekaman oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di 
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II 
dan/atau tahap III tahun anggaran 2023. 

( 4) Sisa Dana tahun anggaran 2022 di RKD yang telah 
dianggarkan kembali ditahun berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan prioritas 
penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan Menteri \ 
Desa, Pem bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. ~ 
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Pasal 30 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 
dan ayat (3) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana 
alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh: 
a. Dana Desa; 
b . Dokumen Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; 

dan/atau 
c. Keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa. 

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , 
merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik 
dari RKD. 

(4) Bupati menandai Desa yang mengalami bencana alam 
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan melakukan 
perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak dapat 
dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada Aplikasi 
OM-SPAN. 

(5) Bupati menyampaikan surat permohonan pengecualian 
perhitungan sisa Dana Desa kepada KPA BUN penyaluran 
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan 
yang paling sedikit memuat: 
a. nama dan kode Desa; 
b. peristiwa bencana alam yang dialami; 
c. waktu kejadian; dan 
d. akibat bencana a1am sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2). 
(6) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen 
berupa: 
a . daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) hasil cetakan dari Aplikasi OM-SPAN yang 
ditandatangani oleh Bupati; dan 

b . surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa. 

(7) Dokumen sebagaiamana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
disampaikan melalui Aplikasi OM-SPAN. 

(8) Bupati mengajukan surat permohonan pengecualian 
perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana 
Desa tahap II. 

(9) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap 
II, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa \, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat diajukan. 
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Pasal 31 

(1) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Kabupaten melakukan pemantauan dan 
evaluasi atas: 
a. penyaluran Dana Desa; 
b . prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 5; 
c. capaian keluaran Dana Desa; 
d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; 

dan / atau 
e. sisa Dana Desa di RKD. 

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan clan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa 
dan/atau melalukan pengecekan atas kewajaran data dalam 
laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi 
OM-SPAN. 

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, 
Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan 
pemeriksaan. 

BAB VIII 
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN 

DANA DESA 

Pasal 32 

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa: 
a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan 

penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai 
tersangka; 

b. Desa mengalami pennasalahan admininstrasi, 
ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status 
keberadaanDesa;atau 

c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan 
dan/ atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan dapat melakukan penghentian dan/ a tau 
penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahun 
anggaran berjalan dan/ a tau tahun anggaran berikutnya. 

(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum 
penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa 
dan/ atau perangkat Desa sebagairnana dimaksud pada ayat l 
(1) huruf a. \. 
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(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), kepala Desa dan/ atau perangkat Desa telah 
ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat 
permohonan penghentian pneyaluran Dana Desa kepada 
Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan. 

(4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa 
nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan: 
a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3); 
b . keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian 

Dalam Negeri dan/ atau Bupati atas permasalahn Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau 

c . surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan 
hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah. 

(5) Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana nonBLT 
Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat 
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT 
Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima. 

(6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa 
tahap III, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun 
anggaran 2024 dihentikan. 

(7) Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan 
penyaluranya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
dan huruf b , tidak dapat disalurkan kembali ke RKD. 

Pasal 33 

(1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a , 
berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT 
Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode 
penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan. 

(2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Dikrektur 
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat 
permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa 
dari Bupati paling lam.bat tanggal 15 Juni tahun anggaran 
berjalan. 

(3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah 
terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan 
status hukum tersangka, dan/ atau sudah ditetapkan Pejabat \ 
Pelaksana Togas kepala Desa. ~ 
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(4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dilaksanakan 
setelah Menteri Keuangan c.q Dik:rektorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi 
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari 
Kementerian Negara/lembaga terkait dan/ atau Bupati paling 
lam.bat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran 
berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran 
berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah 
dialokasikan. 

(6) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, Dana 
Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan 
dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati telah melantik 
Kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Dalam hal pelantikan kepala Desa hasil pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah 
melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah 
dihentikan tidak disalurkan kembali. 

(8) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan 
dalam hal Bupati telah melantik Kepala Desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur jendral 
Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi 
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari 
Kementrian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi 
Gubernur sebagai wakil pemerintah. 

(10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian 
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen 
persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4), Dana Desa 
untuk nonBLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan 
kembali. 

(11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu 
memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4), 
disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan c .q. 
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan menerima surat t 
rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari 
Kementrian Dalam Negeri. 
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(13) Direktur Jendral Perimbangan Keuangan berdasarkan: 
a . surat pennohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2); 
b. surat rekomendasi dari Bupati dan/ atau Kementerian 

Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau 
c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri 

berdasarkan basil klarifikasi Gubemur sebagai wakil 
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 
menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian 
penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa disampaikan 
kepada Direktur jendral perbendaharaan, Bupati, dan 
atau Kementerian Dalam Negeri. 

Pasal 34 

(1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUD yang dilakukan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan 
oleh Kepala Desa dana/ atau perangkat Desa, setoran 
dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan 
mengurangi pencatatan ni1ai kumulatif sisa Dana Desa di 
RKUD. 

(2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/ atau 
kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Bupati menyampaikan bukti Setoran ke RKUN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan 
berisi penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, 
Insentif, Otonomi khusus, dan keistimewaan melalui Aplikasi 
OM-SPAN. 

(4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Bupati melakukan perekaman nomor transaksi 
penerimaan negara pada Aplikasi OM-SPAN. 

(5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi 
penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Bupati harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan 
besaran yang terkait dengan Dana Desa. 

(6) KPA BUN Penyaluran dana Desa, insentif, Otonomi Khusus, 
dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti 
penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
pada Aplikasi OM-SPAN. 

Pasal 35 

( 1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa 
selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan 
pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua l 
puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa. 
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(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran 
Dana Desa tahun anggaran 2023. 

Pasal 36 

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di 
tahun anggaran 2022 dan/atau Desa yang mengalarni bencana 
alam sebagairnana dimaksud dalam Pasal 30 dikecualikan dari 
ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut: 
a. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh Bupati 

kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi 
Khusus, dan Keistimewaan berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa tahun anggaran 2022; 
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 

tahun anggaran 2022; dan 
3. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 

bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun 
anggaran 2022; dan 

b. Persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh Kepala 
Desa kepada Bupati berupa: 
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa tahun anggaran 2022; 
2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 

tahun anggaran 2022; dan 
3. Data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 

kesatu sampai dengan bulan kedua belas Desa tahun 
anggaran 2022. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 37 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

Ditetapkan di Muaradua 
pada tanggal l c, Februari 2023 

1- BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN~ 

\~ 
~ POPO ALI MARTOPO 

Diundangkan di Muaradua 
pada tanggal LC, Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
OGAN KOMERING ULU SELATAN, 

~ 
H. ROMZI 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 
TAHUN 2023 NOMOR 

p \ Ar= 
BAGIA I ,, 1-
HUKUM ~-, L 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN 
NOMOR TAHUN 2023 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2023 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa 
berdasarkan kewenangan Desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan 
pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi: 
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 
b . program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan 
c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai 

kewenangan Desa. 
(3) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai 

kewenangan Desa meliputi: 
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan 

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; 
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan 

dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik bersama; 
dan 

c. pengembangan Desa wisata. 
(4) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai 

kewenangan Desa meliputi: 
a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan 

perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun; 
b. ketahanan pangan nabati dan hewani; 
c. pencegahan dan penurunan stunting; 
d . peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa; 
e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 
f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa; 
g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) 

dari pagu Dana Desa setiap Desa; 
h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan 
1. bantuan Langsung Tonai Dana Desa untuk mendukung 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 
(5) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana 

alam dan nonalam sesuai denga kewenangan Desa melipu ti: 
a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan 
b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam. 

(6) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Prioritas penggunaan Dana Desa poin (1) sampai dengan poin (6) 
dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa \ 
penyusunan RKP Desa. t,. 
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(8) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada poin (7) di 
tuangkan dalam berita acara 

(9) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti 
tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman 
umum pembangunan dan pemberdayaan Desa. 

( 1 0) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui swakelola 
dengan mendayagunakan sember daya lokal Desa. 

(11) Swakelola sebagaimana dimaksud pada poin (10) dapat dilakukan 
dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(12) Swakelola sebagaimana dimaksud pada poin (10) diutamakan 
menggunakan pola padat karya tunai Desa. 

(13) Pendanaan padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada poin 
(12) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 500/o (lima puluh 
persen) dari dana kegiatan padat karya tunai Desa. 

( 14) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan 
kapasitas warga Desa dilakukan melalui oleh pemerintah Desa atau 
kerja sama antar Desa. 

(15) Kerja sam antar Desa sebagaimana dimaksud pada poin (14) 
dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(16) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas 
penggunaan Dana Desa. 

(17) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada poin (16) 
dilakukan dengan cara: 
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas 

penggunaan Dana Desa; 
b. menyampaikan usulan program dan/ atau kegiatan; 
c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam 

dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau 
d. terlibat aktif melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana 

Desa. 
(18) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam 

penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. 
( 19) Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa. 
(20) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada porn 

( 19) disusun berdasarkan: 
a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; 
b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan 

Desa melalui indeks Desa membangun; dan 
c. aspirasi masyarakat Desa. 

(21) RKD Desa yang membuat prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada poin ( 19) menjadi pedoman dalam 
penyusunan APB Desa. 

(22) Pemerintah Desa harus mempublikasikan prioritas penggunaan Dana \ 
Desa. \, 
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(23) Dalam hal pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas 
penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada 
poin (22) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan 
dan/ a tau tertulis kepada pemerintah Desa dengan tembusan kepada 
Bupati. 

(24) Publikasi sebagaimana dimaksud pada poin (23) terdiri atas: 
a. hasil Musyawarah Desa; dan 
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen 

RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan Dana 
Desa, dan dokumen APB Desa. 

(25) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada poin (24) huruf b 
paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran 
anggaran. 

(26) Publikasi sebagaimana dimaksud pada poin (22), poin (23), poin (24) 
dan poin (25) dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh 
masyarakat Desa. 

(27) Publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan 
secara swakelola dan partisipatif. 

9-- BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,_,.l 

--l POPO ALI MARTOPO 

PA R 
BAGIAN 1, f 
HUI UM ~~ 


